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ABSTRAK

Saat pelaksanaan kampanye pemilihan umum, para calon terpilih 
menyampaikan berbagai janji kepada masyarakat yang diwakilinya. Perbuatan ingkar 
dari janji itu oleh masyarakat yang menerima janji, ada yang dituntut dengan gugatan 
wanprestasi suatu perjanjian melalui pengadilan. Hal itu menimbulkan pertanyaan, 
yaitu: apakah janji yang diuraikan dalam kampanye dapat dikategorikan sebagai janji 
yang mengikat dirinya sebagai mana ketentuan menurut Pasal 1313 KUH Perdata? 
Dan apabila dikategorikan sebagai suatu kewajiban atas dasar perjanjian, apakah para 
pemilih dapat menuntut haknya melalui Pengadilan? Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian normatif, dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, yang 
sumber datanya didapatkan melalui studi pustaka. Dan berdasarkan pada penelitian 
ini, diperoleh kesimpulan bahwa, janji-janji tertentu yang disampaikan dalam 
kampanye pemilihan umum, ada yang dapat dikategorikan sebagai janji yang 
mengikat dirinya sebagai mana ketentuan menurut Pasal 1313 KUH Perdata. Dan 
karenanya, atas pemenuhan janji kampanye itu, pemilih yang juga menerima janji, 
dapatlah menuntut haknya, melalui pengadilan.

Kata Kunci: Janji Kampanye, Ingkar Janji, Wanprestasi, Penuntutan melalui 
Pengadilan.

Indralaya,    April 2018

     Pembimbing Utama Pembimbing Pembantu
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan.1 Hal ini dapat diketahui 

dari ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang 

berbunyi: "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena 

undang-undang". Atau dengan perkataan lain, ada perikatan yang lahir dari 

undang-undang, dan ada perikatan yang lahir dari perjanjian.2

Perikatan tersebut adalah istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak, 

yang menunjuk pada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara 

dua atau lebih orang atau pihak.3 Dengan mana hubungan hukum tersebut 

memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, 

sehingga kalau dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat 

dituntut di depan pengadilan.4

1Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, 
Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 51.

2R. Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan - Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi 
Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 4.

3Ibid., hlm. 1.
4Asis Safioedin, Beberapa Hal Tentang Burgerlijk Wetboek, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 1994, hlm. 98.
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Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH 

Perdata). Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana 

seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji 

untuk melaksanakan sesuatu hal.5 Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua 

pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut 

dalam persetujuan itu.6

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, sebagaimana 

ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. suatu hal tertentu;

4. suatu sebab yang halal.

Pasal 1320 ini dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan 

dalam:7

5Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern, 
Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 41.

6KBBI, 2012, Janji, diakses di https://kbbi.web.id/janji, pada tanggal 14 November 2017 
jam 08.00 WIB.

7Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Op Cit., hlm. 91.

https://kbbi.web.id/janji
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1. Dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan 

perjanjian (unsur subyektif), dan

2. Dua unsur lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek 

perjanjian (unsur obyektif).

Unsur subyektif mencakup adanya unsur sepakat mereka yang 

mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Sedang 

pada unsur obyektif meliputi adanya unsur hal tertentu dan suatu sebab yang 

halal. Tidak terpenuhinya unsur subyektif memiliki konsekuensi perjanjian dapat 

dibatalkan. Sedang tidak terpenuhinya unsur obyektif mengakibatkan perjanjian 

batal demi hukum. Itulah macam ancaman kebatalan apabila salah satu syarat 

saja dari ke empat unsur tidak terpenuhi.8

Menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, akibat dari suatu 

perjanjian yang sah ini adalah: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Pasal ini, memberi 

makna bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat 

setara dengan daya berlaku dan mengikatnya undang-undang.9 Dan oleh karena 

itu, tiap-tiap pihak dalam perjanjian yang sah tersebut, diwajibkan menaati segala 

sesuatu (prestasi) yang telah mereka sepakati dalam perjanjian yang mereka buat. 

Dengan mana, kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian ini, 

8Ibid., hlm 94
9Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak 

Komersial, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 124.
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memberikan hak pada pihak lain dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan 

prestasi dalam perjanjian yang telah mereka sepakati.10

Prestasi sendiri adalah objek perikatan. Menurut ketentuan Pasal 1234 

KUH Perdata, selalu ada 3 kemungkinan wujud prestasi, yaitu:11

1. memberikan sesuatu;

2. berbuat sesuatu; dan

3. tidak berbuat sesuatu.

Sehubungan dengan itu, dalam kegiatan kampanye pemilihan umum, ada 

penyampaian janji-janji dari para calon terpilih kepada para pihak yang diberikan 

janji. Janji itu oleh masyarakat disebut dengan janji politik atau janji kampanye. 

Janji kampanye ini tidak jelas, apakah terkategori sebagai perjanjian yang 

mengikat sebagaimana telah diuraikan di atas ataukah tidak. Namun atas tidak 

dipenuhinya janji kampanye ini dapat menjadi permasalahan, ketika masyarakat 

ingin menuntutnya. 

Contoh janji kampanye, sebagaimana dikutip dari situs berita 

Koranperdjoeangan.com.12 Pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana 

10 Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Op Cit., hlm. 91.
11 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

1993, hlm. 199.
12Koran Perdjoeangan, 2017, Janji-janji Calon Gubernur DKI Jakarta Terkait Isu 

Ketenagakerjaan, diakses di https://www.koranperdjoeangan.com/janji-janji-calon-gubernur-dki-
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Murni berjanji akan meningkatkan daya beli masyarakat dan perluasan lapangan 

kerja baru di Jakarta. Peningkatan daya beli itu dilakukan dengan cara 

memberikan bantuan langsung sementara kepada warga miskin sebesar lima juta 

rupiah per tahun, dan dana untuk RT/RW sebanyak satu milyar rupiah. Janji 

kampanye ini disampaikan kepada masyarakat melalui debat pasangan calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 yang diselenggarakan 

Komisi Pemilihan Umum Jakarta.

Penyampaian janji-janji semacam inilah dikemudian hari dapat 

menimbulkan pertanyaan. Yaitu pertanyaan, apakah para pemilih dapat 

melakukan penuntutan melalui pengadilan, ketika suatu janji yang disampaikan 

dalam kampanye ini ternyata tetap tidak dilaksanakan pemenuhannya, setelah si 

calon terpilih itu memenangkan perolehan suara dalam pemilihan umum dan 

menjabat pada jabatan terkait pencalonan dirinya tersebut sampai berakhirnya 

masa jabatan.

Di Indonesia, penuntutan atas perkara tidak dipenuhinya janji kampanye 

oleh masyarakat bukan tidak pernah terjadi. Pada tanggal 14 Desember 2015, 

Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf dituntut oleh masyarakat Aceh melalui 

Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan registrasi nomor 48/Pdt.G/2015/PN 

BNA. Yaitu terkait janji pemberian Rp. 1.000.000,- per KK, yang 

jakarta-terkait-isu-ketenagakerjaan/?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C7207324305, pada tanggal 
20 Januari 2017, jam 14.00 WIB.
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disampaikannya pada saat kampanye politik pemilukada tahun 2012, dalam 

pencalonan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Banda Aceh, sebagaimana 

disampaikan oleh situs internet Acehterkini.com.13 Pada situs lain, situs berita 

Harian Lampung juga disebutkan bahwa Tim Advokasi Gerakan Rakyat 

Indonesia menggugat M. Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri, Gubernur dan Wakil 

Gubernur Lampung, dengan gugatan perdata class action.14 Bahkan Presiden dan 

Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla pun, 

pernah digugat secara perdata mellalui Pengadilan Negeri Pusat, oleh Lembaga 

Pemilih Indonesia dan 12 pengacara yang mewakili rakyat Indonesia. Gugatan 

tersebut ialah terkait kegagalan dalam memenuhi janji untuk mengentaskan 

kemiskinan, sebagaimana dikutip dari situs Detiknews.com.15

Hasilnya, diberitakan oleh Hukumonline.com, bahwa gugatan terhadap 

Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla tersebut ditolak oleh 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.16 Sedang pada perkara janji 

kampanye di Lampung, gugatan para penggugat tidak dapat diterima, 

13Aceh Terkini, 2015, Belum Penuhi Janji Politik, Gubernur Aceh Digugat Perdata, 
diakses di http://www.acehterkini.com/2015/12/belum-penuhi-janji-politik-gubernur-aceh-
digugat-perdata.html/, pada tanggal 31 Agustus 2017 jam 08.00 WIB.

14Harian Lampung, 2015, Tergugat Belum Siap, Sidang Class Action Ditunda, diakses di 
http://www.harianlampung.com/m/index.php?ctn=1&k=hukum&i=11273, pada tanggal 31 
Agustus 2017 jam 08.00 WIB.

15 DetikNews, 2009, Tak Penuhi Janji, SBY-JK Digugat di PN Jakpus, diakses di 
https://m.detik.com/news/pemilu/1073323/tak-penuhi-janji-sby-jk-digugat-di-pn-
jakpus?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C6150336200, pada tanggal 31 Agustus 2017 jam 08.00 
WIB.

16Hukum Online, 2009, Janji Politik Pejabat Tak Bisa Digugat Secara Perdata, diakses 
di http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol22951/janji-politik-pejabat-tak-bisa-digugat-secara-
perdata, pada tanggal 31 Agustus 2017 jam 08.00 WIB.
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sebagaimana diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang 

dalam Putusan No. 93/Pdt.G/2015/PN.Tjk.

Namun fakta ini tidak serta merta dapat menjadi sebuah dasar 

kesimpulan, bahwasanya perkara terkait tidak dipenuhinya janji kampanye 

semacam ini tidak dapat digugat secara perdata di pengadilan. Sebab hakim-

hakim di Indonesia bebas untuk mengikuti atau tidak putusan-putusan hakim 

terdahulu.17 Bahkan sistem peradilan di Indonesia pun, tidak menganut asas 

precedent atau ajaran stare decisis, dimana hakim terikat atau tidak boleh 

menyimpangi dari putusan-putusan yang terlebih dahulu dari hakim yang lebih 

tinggi.18 Karena itu, apakah terkait perkara tidak dipenuhinya janji kampanye ini 

dapat dituntut melalui pengadilan ataukah tidak masih belum jelas.

Untuk menjawab masalah itu, tentu perlu diketahui dahulu apakah janji 

kampanye ini dapat dikategorikan sebagai janji yang mengikat sebagaimana 

perjanjian yang diterangkan oleh ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata ataukah 

tidak. Sebab perjanjian yang mengikat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1313 

KUH Perdata ini, berdasarkan pada Pasal 1267 KUH Perdata dapat dilakukan 

penuntutan dalam hal terjadi wanprestasi. Pasal 1267 KUH Perdata berbunyi: 

"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia jika hal 

itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi 

17Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar 
Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 51.

18Ibid., hlm. 50-51.
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perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian 

biaya, kerugian, dan bunga". Yang menurut Ahmadi Miru, berdasarkan pasal ini, 

pihak yang tidak menerima prestasi dari pihak lain dapat memilih dua 

kemungkinan agar dia tidak dirugikan, yaitu menuntut agar perjanjian tersebut 

dilaksanakan (agar prestasi tersebut dipenuhi), jika hal itu memungkinkan, atau 

dapat memilih untuk menuntut pembatalan perjanjian.19

Dari uraian permasalahan tersebut diataslah, kemudian penulis tertarik 

untuk membahas terkait janji kampanye ini, dalam sebuah skripsi yang berjudul 

"Kekuatan Mengikat Janji yang Disampaikan dalam Kampanye Pemilihan 

Umum".

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Apakah janji yang diuraikan dalam kampanye dapat dikategorikan sebagai 

janji yang mengikat dirinya sebagai mana ketentuan menurut Pasal 1313 

KUH Perdata? 

2. Apabila dikategorikan sebagai suatu kewajiban atas dasar perjanjian, apakah 

para pemilih dapat menuntut haknya melalui Pengadilan?

19Ahmadi Miru & Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 
1456 BW, Rajagrafindo Persada, 2011, hlm. 33.
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C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui janji yang diuraikan dalam kampanye terkategori sebagai 

janji yang mengikat dirinya atau tidak sebagaimana ketentuan menurut Pasal 

1313 KUH Perdata; 

2. Untuk mengetahui penuntutan hak melalui Pengadilan oleh para pemilih, 

apabila janji yang diuraikan dalam kampanye tersebut dikategorikan sebagai 

perjanjian yang mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 1313 KUH Perdata.

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritik 

Hasil dari penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan pemahaman hukum yang jelas kepada masyarakat umum 

dan para praktisi hukum mengenai mengikat atau tidaknya suatu janji-janji 

yang disampaikan oleh calon terpilih dalam kampanye pemilihan umum 

berdasarkan KUH Perdata. 

2. Manfaat Praktik 

a. Bagi masyarakat selaku pemilih. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan 

sebagai acuan bagi pemilih untuk mempercayai janji kampanye yang 

bagaimana yang mempunyai kekuatan mengikat. Hingga nantinya dapat 

digunakan sebagai dasar pengajuan penuntutan yang tidak sia-sia pada 

suatu Pengadilan. 
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b. Bagi calon terpilih. Dapat menjadikan pemahaman dalam penelitian ini 

sebagai dasar untuk membuat janji kampanye yang mengikat, agar 

masyarakat lebih yakin bahwa pencalonannya benar tanpa tipuan 

hanyalah untuk mewujudkan aspirasi dan kepentingan rakyat, yang 

dicantumkan dalam visi, misi dan program kerja yang dijanjikannya saat 

kampanye pemilihan umum.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian merupakan bagian penting dari penelitian ini. 

Yaitu guna membatasi permasalahan-permasalahan hukum dalam penelitian. 

Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa batasan mengenai janji kampanye yang 

akan dibahas ialah hanya sebatas janji kampanye yang tidak dimuat dalam suatu 

kontrak tertentu. Sebagaimana nyatanya saat ini ada janji kampanye yang dibuat 

secara tertulis, yang umumnya disebut kontrak politik, maka ditekankan kembali 

bahwa penelitian ini tidak termasuk membahas bahasan tersebut.

F. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konsep merupakan gambaran bagaimana hubungan antara 

konsep-konsep yang akan diteliti.20 Suatu konsep bukan merupakan gejala yang 

akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala 

itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian 

20Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, 
Jakarta, 2012, hlm. 47.
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mengenai hubungan-hubungan dalam fakta.21 Berikut kerangka konseptual dalam 

tulisan ini:

1. Teori Perlindungan Hukum

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan 

bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum. Hal ini dapat dilihat dari 

ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak 

atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum". Menurut Harjono, perlindungan 

hukum adalah perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau 

perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan 

terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan 

kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.22

Berkaitan dengan dibuatnya suatu perjanjian, KUH Perdata memberikan 

perlindungan hukum kepada para pihak dalam perjanjian. Seperti dalam hal 

tidak dipenuhinya suatu prestasi dalam perjanjian, Pasal 1267 KUH Perdata 

menentukan bahwa: "Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat 

memilih apakah ia jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak 

yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan 

perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga". Dari pasal ini, 

21Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1984, hlm.132.
22Harjono, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 

Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 357.
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dapat dilihat adanya perlindungan hukum, dengan mana pihak yang tidak 

menerima prestasi dari pihak yang lain memiliki hak untuk menuntut pihak 

yang lain itu agar tidak dirugikan.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH 

Perdata). Dengan asas kebebasan  berkontrak, para pihak yg membuat dan 

mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat 

kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan 

sepanjang prestasi yg wajib dilaksanakan tersebut bukanlah sesuatu yang 

terlarang.23 Pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan bahwa: Suatu sebab adalah 

terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan 

dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

3. Teori Kehendak

Menurut teori kehendak, faktor yang menentukan adanya perjanjian 

adalah kehendak. Meskipun demikian, terdapat hubungan yang tidak 

terpisahkan antara kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu suatu kehendak 

23Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Op Cit., hlm. 47.
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harus dinyatakan. Namun apabila terdapat ketidak sesuaian antara kehendak 

dan pernyataan, maka tidak terbentuk suatu perjanjian.24

4. Asas Perjanjian Berlaku sebagai Undang-Undang

Asas perjanjian berlaku sebagai undang-undang (pacta sunt servanda) 

diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.25 Menurut asas  ini perjanjian 

yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat setara dengan daya 

berlaku dan mengikatnya undang-undang.26 Asas ini melandasi pernyataan 

bahwa sebuah perjanjian akan mengakibatkan suatu kewajiban hukum 

sehingga para pihak terikat untuk melaksanakan perjanjian yang dibuat.27 

Kewajiban hukum dalam perjanjian itu ialah melaksanakan prestasi. Dan 

apabila prestasi ini tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak lain 

dalam perjanjian mempunyai hak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui 

mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.28 Atau pihak lain itu dapat memilih 

untuk menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian, 

dan bunga (Pasal 1267 KUH Perdata).

24Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang 
Kenotariatan, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 77.

25Ibid., hlm. 59.
26Agus Yudha Hernoko, Op.Cit, hlm. 124.
27Arus Akbar Silondae & Wirawan B.Ilyas, Pokok-pokok Hukum Bisnis, Salemba Indah, 

Jakarta, 2011, hlm. 23.
28Ibid.
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G. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian

Karena tidak jelasnya kedudukan Pasal 1313 KUH Perdata terhadap janji 

kampanye maka penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian 

hukum normatif, atau yang sering juga disebut penelitian yuridis normatif. 

Menurut Bambang Sunggono, penelitian hukum normatif ini digolongkan 

menjadi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika 

hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.29 

Sedang menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, penelitian hukum 

normatif terdiri dari 7 penelitian. Yaitu:30 

a. Penelitian inventarisasi hukum positif; 

b. Penelitian asas-asas hukum; 

c. Penelitian hukum klinis; 

d. Penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundang-

undangan; 

e. Penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-

undangan; 

f. Penelitian perbandingan hukum; 

g. Penelitian sejarah hukum. 

29Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 41.
30Amiruddin & Zainal Asikin, Op Cit., hlm. 29.
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Dalam hal ini, jenis penelitian hukum pada pembahasan skripsi ini ialah 

tergolong dalam penelitian hukum klinis. Penelitian hukum jenis ini berusaha 

untuk menemukan apakah hukumnya bagi suatu perkara in-concreto.31

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam tulisan ini yaitu pendekatan 

undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang 

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.32 Sedang 

pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Yaitu dengan mempelajari 

pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan 

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-

konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. 

Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut 

merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi 

hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.33

31Ibid., hlm 125.
32Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 95.
33Ibid.
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3. Sumber dan Bahan Hukum

Bahan penelitian dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari 3 bahan 

hukum, sebagai berikut:34 

a. Bahan Hukum Primer. Terdiri dari bahan hukum yang mengikat, 

diantaranya yaitu: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder. Terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku ilmiah, jurnal, makalah, 

majalah, artikel.

c. Bahan Hukum Tersier. Terdiri dari bahan yang memberikan petunjuk 

dan/atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti 

kamus hukum, ensiklopedia, dan internet.

34Amiruddin & Zainal Asikin, Op Cit., hlm 31.
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier sebagaimana telah disebut di atas akan diperoleh melalui metode studi / 

penelitian kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan ialah bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, 

dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.35 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian kualitatif deskriptif seperti tulisan ini tentu teknik analisis 

bahan yang dipergunakan ialah dengan pendekatan kualitatif. Yaitu terhadap 

data primer dan data sekunder, meliputi isi dan struktur hukum positif. Dalam 

pendekatan kualitatif, kegiatan analisis yang dilakukan oleh penulis adalah 

untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam 

menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.36 Yang 

dalam pembahasan tulisan ini, ialah terkait kekuatan mengikat janji kampanye 

pemilihan umum.

35Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 107.
36Ibid.
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik atau metode penarikan kesimpulan yang digunakan untuk 

menjawab permasalahan hukum dalam skripsi ini adalah menggunakan 

metode deduksi, dimana penalarannya bertolak dari aturan hukum yang 

berlaku umum.37 Kadang dalam mengidentifikasi hukum dijumpai keadaan 

aturan hukum berikut: adanya kekosongan hukum, konflik norma hukum, atau 

norma hukum yang kabur.38 Ketika ada norma hukum yang kabur seperti 

halnya dipermasalahkan dalam penelitian ini, maka metode yang akan 

digunakan yaitu metode hermeneutik (interpretasi-penafsiran).39

37Ibid., hlm. 118.
38Ibid., hlm. 18.
39Ibid., hlm. 19.
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